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BUPATI GORONTALO 

PROVINS! OORONTALO 
PERATlJRA!ll BUPATI GORONTALO 

NOMOR OS"TAHUN 2o1S 

' ' 

TENT ANG 
PERUMHAN ATAS PERAnJRAN BUPATI GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2023 

TENTANG TAMBAHA.l-l PENOHASILAN PEGAWAI APARATIJR SIPIL NEGARA 

DE.�GAN RAHMAT TUHAN VANG MAHA ESA 

' BUPATI GORONTALU, 

Menimbang :a. bahwa terdape.t beberapa profesi yang memcrlukan 

penyesuaian becaran tambahan penghasrlan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara bcTdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat 
bertugas. kondisi kerja, kelangkaan pi:ofesi, p:-estasi kcrja 
dan/atau pertimbangan objektif \ainnya 

b. be.hwa sesuai dengan perkembangan teknologi maka 
penggunaan penilaian kchadiran sebagai h,\ah $8.lu mctode 
penihuan pemOOyaran tambahan penghasilan Pegawai di 

d.itingkatkan menggunakar, sistem berbasis dektronik; 
c. bahwa Peraturan Bupali Gorontalo Nomor 2 Tahun 2023 

Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Ncgara 

mcmerlukan pcrubahan untuk mengetur perubahan besaran 
tambahan penghasilan dan Pcnitelan kchadira.n mcnggunake.n 
sistem txrbasis clcktronik: 

d. bebwe berdasarkan p,:rtimbangan sebagaimana dimaksud 
nalam hurur a, hurur b, dan huruf c, perlu 
mcnetapkan Pcraturan eupati tcntang Pcrubo:han atas 
Pcra.uran Bupali Gorontalo Ncmor 2 Tahun 2023 Tcntang 
Tambahan Pcnghastlan Pegawoi Aparatur Sipil Negara; 
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Mengingat 
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1. Pasal 18 ayat (6\ Undang-Undang Oasar Negc:ri Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 2� Tahun 1959 tentang Pe.mbf.ntukan 

Daerah-dar::rah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tah\.n 1959 Nomor 74, Tambahe.n 
' Lcmbaran Neaara Repn"ilik Indonesia Nomor 1822}; 

3. Unding-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

jLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
&495) scbage.imana telah diubah bcberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Te.bun 2023 tentang 
Penetapan Pcraturan Pcmcrintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­ 
Undang {Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 6856); 

4. Undang undang Nomor l Tohun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemcrintah Pusat dan Pemerintah Oaerah 
�mbaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambe.han Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 67571; 

5. t:ndang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tenta.ng Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran /llegara Repubhlc Indonesia Tahun 2015 
Nom,:ir 141, Tambahan Lembe.ran Negara Republik Indonesia 
Non.or 5679);; 

6. Peratun.n Pen,crin1ah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Peranglrat Daerah (Lcmbaran Negara Republik lndonea!a 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan U:mbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagarmana telah dirubah 
dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 72 .Tahun 2019 tentang 
pcrubahan alas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lcmbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nnmor 6402): 

7. Pcraturan Pemerintah xomcr 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri .S1pi\ (Lembaran Negara Republik 
Indoneseia Tahun 2017 Nomor 6J, Tambe.ban Lemba.ran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2017 ten tang Manajemen Pcgawai Negcri Sip ii 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Pcmerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik 
Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Pemerintah Norn or 30 Tahun 2019 ten tang 
Penilaian Kinerja Pegawai Ncgeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Norn or 77,Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6340); 
perubahan 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disrplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 6718); 

11,Pcraturan Bupati Gorontalo Nomor 61 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo (Serita 
Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 Nomor 61); 

MEMUTUSKAN: 

Mcnetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI GORONTAW NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG 
TAMBAHAN PENC:HASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 2 
Tahun 2023 Tent.mg Tambahan 1-'enghasilan Pegawai Aparatur 
Sipil Negara ( Serita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 
Nomor 2) drubah sebagai benkut: 
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1. ketentuM ayat (2J ra-i 4 diubeh, sehingga bcrbunyi 6ebagai 
berikut: 

Pasal 4 

(1) Penetapan besa.ran TPP dibcrik.an berdasarkan parameter: 
a. kelas jabatan; 

b. indeks Ka:pasital!I Piskal Daerah, 
c. indeka :.<emahalan Konstruksi dan 
d. indek1 penyelenggaraan pf:merintah daerah; 

(2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
- ditetapkan dengan SUra:t Keputusan Bupati. 

2. Kelentuan pe.38..I 5 diubah sehingga bcrbunyi sebagai bcrikut: 

(1) TPP dapal diberikan bcrdasarkan kriteria: 
a. beban kerja; 

b. tempat bertugas; 

c. kondisi kerja; 
d. kelangkaan profe,ji; 

e. prestasi kerja;dan/atau 
r. pcrt.imbangan objcktir l9innya. 

(2) Pem::rima TPP sebtu�aiman'l dimaksud pada ayat (11 
mtetapkan dengan k:eputusan Bupati. 

3. Kettntuan pasal 19 ditam'>a.h l (ea.tu) ayat, sehingga berbunyi 
sctagai . berikut: 

Pasal l9 

(1) i'enilaian kehadiran didasarkan pada rekapitulasi 
kehadiran. 

(21 Penilaian kehadiran sebagaimana dima.ksud pada ayat Ill 
dilakwnakan denga.n 2 {dual cara : 

a. Secera tertu\is;dan 
b. S ecara sistem rekam berbasis elektronik. 

(3) Penggunaan d&ftar had,r menggunakan sistem rekam 

berbasis clektronik dikecualikan untuk: 
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a. perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan/tidak 
berfungsi atau hilang; 

b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem;dan 

c. terjadi keadaan kahar berupa bencana, dan/atau 
kerusuhan yang mengakibatkan tidak memungkinkan 
penggunaan sistem rekam kehadiran sistem rekam 
berbasis eldctronik. 

(4) Dalam ha! perangkat dan/atau scstem mengalami keadaan 

sebagaunana dimaksud pada ayat (2), ASN wajib 
melr.porkan kepada perangkat daerah yang membidangi 
urusan kepegawaian paling lambat 3 (tiga) hari kerja. 

(5) perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menentukan cara 
pen:ilaian kehadiran. 

(6) Dalam ha! terjadi kerusakan sistem rekam berbasis 

elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
aecara berulang, akan dilakukan pemeriksaan oleh Tim 
Pelaksanaan TPP. 

4. Ketentuan pasnl 20 dihapus 

5. Ketentuan pasal 22 drubah sehmgga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 22 

fltTPP diberikan kepada PNS Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Bagi CPNS Pemerintah Daerah, PNS pindahan dari Instansi 
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, TPP diberikan setelah 
bertugas sekurang-ku.·angnya 2 (Dua) Tahun pada 
Pemerintah Daerah. 

(3f Pemberian TPP seba:ga:imana d:imaksud pada ayat (2) 
dikecualikan bagi Pl''"; yang menduduki jabatan Struktural. 

" 
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Pasal II 
Pera.turan Bupati ini roulai berlalru pe.da tanggal diundangkan. 

Agar setiap 
pengundangan 

mcngetahuinya. 
Bupe.ti ini dm.gan 

memerintahkan 
penempata.nnya 

dalam Serita Daerah Kabupa.ten Gorontalo. 

Ditctapkan di Limboto 
pada taoggal ; MA�t'f 102.r 
�UR TI GORONTALO, 

Diundangkan di Limboto 
pada tanggal � Mi\ w 'l-O)t 
Pj. SEKRETAR.IS D KABU 

ENTENOO 

BERITA DAERAH KABUPATEN OORONTALO TAHUN 2025 NOMOR S 


